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Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

1) Pada program Perhutanan Sosial kesenjangan yang “tinggi” terjadi pada aspek pendampingan dan
pemanfaatan. Namun, kesenjangan “moderat” pengelolaan PS terjadi di seluruh aspek yang dinilai
yaitu pendampingan, pemanfaatan dan keberlanjutan. Pada pendampingan, kesenjangan terjadi pada
intervensi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah tidak sebaik pada saat pra izin PS
Beberapa hambatan mencakup kurangnya sumber daya pendamping dari pemerintah, tarik ulur
wewenang tenaga pendamping dari pemerintah pusat dan daerah, serta perubahan regulasi yang cepat
di tingkat pusat.

2) Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan mengenai kesenjangan implementasi PS.

3) Isu kunci dalam tulisan ini adalah permasalahan pada pra kondisi program PS. Lalu implementasi
pendampingan pada kelompok masyarakat penerima izin yang belum optimal dilaksanakan. Juga
adanya subyek dan obyek yang tidak sesuai dari segi prasyarat penerima izin, luasan, dan
pengelolaanya. Selanjutnya adalah ego sektoral antar lembaga dan kewenangan yang terpusat.

Rekomendasi

Pra Kondisi. Prasyarat kondisi good governance diperlukan untuk melakukan perubahan “bermakna”
Perhutanan Sosial, terutama pada upaya serius mengatasi masalah yang tak tampak dan cenderung diabaikan
yang merupakan akar dari seluruh persoalan PS vyaitu transparansi, korupsi, elite capture dan internal
kelembagaan mulai dari Pemerintah Pusat sampai daerah, Perum Perhutani sampai pada tingkat Kelompok
Perhutanan Sosial (KPS).

Jeda Izin dan Evaluasi KPS. Hal mendasar yang diperlukan adalah berhenti sejenak menerbitkan
izin PS (selain Hutan Adat) dan secara paralel mengevaluasi kinerja PS pasca izin.

Penataan dan Desentralisasi Tanggung Jawab. Pada penerbitan izin baru PS, penting untuk
cermat dalam verifikasi subjek penerima izin PS. Verifikasi administrasi dan verifikasi teknis hendaknya
memperhatikan masyarakat yang mana yang seharusnya diprioritaskan.

Pendampingan pasca izin perlu difokuskan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas
KPS di masing-masing lokasi. Pelibatan kolaborasi multipihak seperti LSM, Perguruan Tinggi, Perusahaan,
dan media. Desentralisasi tanggung jawab pengelolaan PS ke pemerintah daerah tidak hanya pada tingkat
provinsi, namun diperlukan terobosan aplikasi di level pemerintah kabupaten/kota.

Fokus pada Pengembangan Usaha PS. Masalah pasca izin PS adalah “Bottleneck Problem” yang
perlu diselesaikan oleh pemerintah. Utamanya masalah akses pasar yang perlu difokuskan pada mengelola
“market actors” produk PS. Peran pemerintah untuk menggalang dukungan pasar dan “market actors”
sangat strategis untuk memastikan KPS berjalan mandiri.

Memperbesar Dampak Keberhasilan PS. Untuk memperbesar dampak dan meningkatkan
kapasitas secara generik diperlukan pengembangan model tukar belajar antar KPS. KPS dapat saling
belajar dari KPS lainnya baik itu tentang keberhasilan maupun kegagalan.
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Dinamika Kebijakan Perhutanan

Sosial di Pulau Jawa

Luas kawasan hutan di Pulau Jawa khususnya
di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur saat ini yaitu sekitar 3.2 juta hektar yang
terbagi ke dalam Hutan Konservasi sebesar 656.800
Ha, Hutan Lindung sebesar 732.837 Ha, dan Hutan
Produksi sebesar 1.798.616 Hal. Implementasi
Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa sebagian besar
terjadi di kawasan hutan yang dikelola oleh
perusahaan milik negara yaitu Perum Perhutani
(Ragandhi et al., 2021). Skema PS yang diwujudkan
adalah Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan
Kehutanan (Kulin KK). Disusul dengan Izin
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) pada
tahun 2017 (Kusuma et al., 2023). Di luar wilayah
Perum Perhutani, skema PS yang direalisasikan
adalah Hutan Adat dan beberapa Kemitraan
Konservasi di kawasan konservasi seperti taman
nasional.

Pengecualian bagi Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang tidak termasuk dalam wilayah
kerja Perum Perhutani, pengelolaan hutan menjadi
kewenangan daerah provinsi melalui Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Perbedaan
tersebut terkait dengan kedudukan keraton dan
keistimewaan Yogyakarta,®2 menjadikannya satu-
satunya provinsi yang mengelola hutan negara.?

Di Pulau Jawa, akses masyarakat dalam
pengelolaan hutan telah diakomodir di kawasan
hutan Perum Perhutani sejak tahun 1972, sebelum
Kongres Kehutanan Dunia (KKD) kedelapan di

1

https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/lu
as-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-
indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-
kehutanan.html

2 Lihat UU no 9/1955 dan UU no 13/2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

3 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pionir
dan model “Perhutanan Sosial Unggul”. Skema perizinan
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Jakarta dengan tema Forest for People pada tahun
1978. Setelah KKD tersebut, Perum Perhutani juga
menggelar program PMDH (Pembinaan Masyarakat
Desa Hutan) pada tahun 1984 (Peluso, 1992),
program MA-LU (Mantri-Lurah), program Social
Forestry (Perhutanan Sosial) pada tahun 1986, dan
Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM)
sejak tahun 2000 (Bratamihardja et al., 2005;
Suryanto et al., 2013).

Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat
(PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber
daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum
Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau
Perum Perhutani dengan pihak lain yang
berkepentingan  (stakeholder) dengan jiwa
berbagi.* Keterlibatan aktif ini dimulai dari
terjalinnya kerja sama pengelolaan hutan antara
Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat
Desa Hutan (LMDH). Prinsip dasar PHBM
memungkinkan Perum Perhutani bertindak sebagai
fasilitator dan para peserta PHBM mendapatkan
kepastian atas hak dan kewajiban dalam
pengelolaan hutan (Prasetyo et al., 2012).

Namun, dalam implementasi program PHBM
masih  mengalami beberapa masalah seperti
kejelasan  hak akses, masalah efektivitas
kelembagaan (Fujiwara et al., 2012; Ramadhan et
al., 2022), partisipasi masyarakat (Dwijanti et al.,
2018), perjanjian kerjasama, skema bagi hasil dan
kelayakan usaha (Prihayati & Veriasa, 2021; Veriasa
et al., 2020), serta masalah internalisasi PHBM di

periode tahun 2007 sampai 2017, terdapat 42 Kelompok
Tani Hutan yang telah mendapatkan izin Hutan
Kemasyarakatan (Hkm), 6 desa yang telah mendapatkan
izin Hutan Desa (HD), dan 3 Koperasi Unit Desa yang
mendapatkan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

4 Merujuk pada Keputusan Direksi Perum Perhutani
Nomor: 682 /KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM)
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Perum Perhutani dan peserta PHBM (Prasetyo et
al., 2012).

Lebih lanjut,
pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan

perubahan kebijakan
Sosial pada 2016, turut mewarnai dan mulai
mengubah tata kelola Hutan Jawa khususnya di
areal kerja Perum Perhutani (Gambar 1). Sejak saat
itu, mayoritas lokasi hutan Perum Perhutani yang
dikelola bersama masyarakat didorong menjadi
skema Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Pada tahun
2017, juga didorong skema lain yaitu Izin
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)
melalui Permen LHK Nomor P.39 Tahun 2017. IPHPS
adalah izin pemanfaatan pada kawasan hutan yang
telah rusak (tutupan hutan kurang dari 10%) dan
terjadi konflik masyarakat dengan Perum Perhutani
di kawasan tersebut (bagian resolusi konflik).

Permen UK ne
8300 20°6
Kulin KK

Pada 2023, terdapat 3 (tiga)
skema pendekatan sosial
oengelolaan hutan jawe yaitu
PHBM, PS dan KHDPK

Kemitraan
Konservasi

Kemitraan
Kehutanan
PMDH

198 1986 | 2000 w2 2023

Program Mantri Lurah PHBM Plus senl ung KHDPK
Progrem Social Forestry " pengelolzan hulan s

termasuk PS & KHDPK gy o Menter LiK
PF 0232021 105287 1204 2022

Plis

EER ToaNsFORMASI KEBLIAKAN HUTAN JAWA  retistion

Gambar 1 Transformasi kebijakan Hutan Jawa

Pada 2018, melalui Peraturan Direktur
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (Perdirjen KSDAE) Nomor 6 Tahun 2018,
pelibatan masyarakat di kawasan konservasi seperti
taman nasional diakomodir dengan Kemitraan
Konservasi. Kemitraan Konservasi adalah kerja
sama antara unit pengelola kawasan (Balai Taman
Nasional) atau pemegang perizinan berusaha pada
kawasan konservasi dengan mitra termasuk

5 Dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 dijelaskan
pelaksanaan Kemitraan Konservasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya.

6 Permen LHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan
fungsi Kawasan Hutan, serta penggunaan Kawasan Hutan
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masyarakat setempat.® Kerja sama ini selanjutnya
dilegalisasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)
antara kedua belah pihak, setelah mendapatkan
persetujuan Menteri.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua pola
kemitraan konservasi yang diatur dalam Perdirjen
KSDAE tersebut yaitu (1) Kemitraan Konservasi
dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yaitu
memberikan akses dan kerja sama antara
pemegang izin kawasan konservasi dan masyarakat
lokal, dan (2) Kemitraan konservasi dalam rangka
restorasi ekosistem bertujuan untuk memulihkan
fungsi ekosistem secara bertahap.

Transformasi kebijakan pengelolaan Hutan
Jawa secara signifikan dimulai dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Kehutanan vyang
membagi kewenangan pengelolaan hutan untuk
memperkuat kolaborasi multipihak dan
desentralisasi tanggung jawab pengelolaan hutan
termasuk Perhutanan Sosial. Pada pasal 112,
peraturan ini menjelaskan tentang Kawasan Hutan

Dengan Pengelolaan Khusus di Pulau Jawa.

Kebijakan KHDPK selanjutnya diperkuat
Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021° dan Permen LHK
Nomor 4 Tahun 2023.7 Kebijakan turunan KHDPK
kemudian diterbitkan melalui Keputusan Menteri
LHK Nomor SK.287 tahun 2022 tentang Penetapan
Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada
sebagian hutan negara yang berada pada kawasan
hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Provinsi
Banten (Tabel 1).

, yang menjelaskan tata cara pengelolaan KHDPK (Pasal
472).

7 Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Perhutanan Sosial pada KHDPK yang menjelaskan skema
PS yang diberikan persetujuan pengelolaan adalah Hutan
Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman
Rakyat. Keseluruhan skema harus berada dalam Peta
Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
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Tabel 1 Penetapan Luas Area KHDPK di tiap-tiap
provinsi

Luas Area (ha) pada

Sub Total
\[o) Provinsi
HP HL (ha)
Jawa
1 136.239 66.749 202.988
Tengah
Jawa
2 . 286.744 215.288 502.032
Timur
Jawa
3 163.427 175.517 338.944
Barat
4 Banten 52.239 7.740 59.978
Total
1.103.941

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287 Tahun
2022.

Dengan bergulirnya kebijakan KHDPK, tata
kelola hutan Jawa mengalami transformasi
khususnya pada hutan yang selama ini dikelola oleh
Perum Perhutani yang mana pengelolaannya dibagi
menjadi: (1) hutan negara yang pengelolaannya
diserahkan kepada BUMN kehutanan yaitu Perum
Perhutani dan (2) Kawasan Hutan Dengan
Pengelolaan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) (Gambar 2).

Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan
Khusus (KHDPK), pemerintah pusat mengambil alih
3 (tiga) jenis pengelolaan hutan yang selama ini
dilakukan Perum Perhutani yaitu penataan kawasan
hutan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Tiga
jenis  kegiatan pengelolaan sisanya yaitu
Perhutanan Sosial, penggunaan kawasan hutan,
dan pemanfaatan jasa lingkungan diserahkan
kepada pemegang persetujuan (masyarakat) atau
siapa saja yang diberikan mandat oleh pemerintah.®

8 https://www.forestdigest.com/detail /1575 /apa-itu-
khdpk-perhutani

9 https://hutan.fp.unila.ac.id/2023/03/31/kemitraan-
kehutanan-perhutani-produktif-kkpp/
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&ﬁ TRANSFORMASI TATA KELOLA HUTAN JAWA
LATIN

Pasca
kebijakan
HuTAN KONSERVASI kHDPK  HUTAN KONSERVASI
(TN, CA, TWA, SM,dll) (TN, CA, TWA, SM,dll)

Skema Kemitraan Konservasi Skema Kemitraan Konservasi

HUTAN PRODUKSI
DAN LINDUNG
(Perum Perhutani)
Skema KKPP

HUTAN PRODUKSI
DAN LINDUNG

(Perum Perhutani)
Skema PHBM, Kulin KK, IPHPS

A 4

KHDPK
Skema HD, HKm dan HTR

HuTaN ADAT
(Masyarakat Adat)

HUTAN ADAT
(Masyarakat Adat)

HUTAN RAKYAT (HUTAN HAK)

(Kelompok atau individu masyarakat)

HUTAN RAKYAT (HUTAN HAK)
(Kelompok atau individu masyarakat)

s 2 B B JE B

TN=Taman Nasional HD= Hutan Desa PHBM= Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

CA=Cagar Alam HKm= Hurtan Kemasyarakatan Kulin KK = Pengakuan dan Periindungan Kemitraan Kehutanan
TWA= Taman Wisata Alam HTR= Hutan Tanaman Rakyat ~ KHDPK = Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus
SM=Suaka Margasatwa KKPP=Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif

Gambar 2 Tata kelola hutan Jawa pasca kebijakan
KHDPK

Merujuk pada PP Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 208,
ayat (2), menyatakan persetujuan pengelolaan
Perhutanan Sosial yang berada di areal Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan
dilakukan melalui Kemitraan Kehutanan. Hal ini
mencakup transformasi program, transformasi
kelembagaan, dan ruang lingkup.® Kemitraan
Kehutanan oleh Perum Perhutani didesain sebagai
Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP).
Skema PHBM yang sudah ada di areal kelola Perum
Perhutani akan bertransformasi menjadi KKPP.

Dalam KKPP terdapat 3 (tiga) kemitraan yaitu:
(1) Kemitraan bisnis yang bagi hasilnya berdasarkan
pendapatan dari kerjasama bisnis; (2) Kemitraan
rantai pasok, Kerjasama kemitraan dalam rantai
pasok  perhutani;  (3).
pengelolaan petani  hutan, model bisnis
(agroforestry).1®

Kemitraan  petani,

Begitupun pada KHDPK, berlakulah skema
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan
Hutan Kemasyarakatan (HKm) di pulau Jawa sesuai
Permen LHK Nomor P.4 Tahun 2023. SK Kulin KK
maupun IPHPS yang sudah terbit dan berada di

10 https://hutan.fp.unila.ac.id/2023/03 /31 /kemitraan-
kehutanan-perhutani-produktif-kkpp/
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areal KHDPK maka juga akan bertransformasi ke
dalam skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau
Hutan Desa (HD), ataupun Hutan Kemasyarakatan
(HKm).1* Begitupun dengan kegiatan PHBM yang
berada di areal KHDPK akan bertransformasi pada
skema yang sama.

Kesenjangan Pengelolaan
Perhutanan Sosial

Di Pulau Jawa, pengelolaan hutan oleh
masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dinamika
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Kusuma et
al., 2023; Peluso, 1992; Ragandhi et al., 2021;
Sahide et al., 2020). Kebijakan PS di pulau ini lebih
banyak diterapkan dibandingkan daerah lain di
Indonesia, seperti IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan
Perhutanan Sosial) dan KHDPK (Kawasan Hutan
dengan Pengelolaan Khusus) (Kusuma et al., 2023;
Ragandhi et al., 2021). Sebagai pulau terpadat di
Indonesia, Pulau Jawa tentunya menghadapi
tantangan tersendiri dalam  pembangunan
kehutanan seiring dengan pesatnya pertumbuhan
penduduk (Kusuma et al., 2023), yang memerlukan
alokasi lahan untuk pemukiman, layanan publik,
dan penggunaan lahan lainnya.

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan
mitra melakukan studi di pulau Jawa untuk
mendapatkan gambaran awal mengenai
kesenjangan implementasi PS. Meskipun banyak
kajian terkait PS telah dilakukan di Indonesia,
namun kajian mengenai capaian pengelolaan pasca
izin PS belum banyak dilakukan secara
komprehensif di seluruh skema PS. Di Pulau Jawa,
data terkait pengelolaan pasca izin PS dan
“bottleneck problem” belum tersedia dan mudah

diakses oleh publik.

Studi kesenjangan pengelolaan Hutan Jawa
dilakukan di 7 (tujuh) penerima izin Kemitraan
Kehutanan mencakup 5 (lima) penerima izin

11 Pengaturan lebih detail, lihat Permen LHK Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada
KHDPK
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pengelolaan di kawasan Perum Perhutani (Kulin KK)
dan 2 (dua) penerima izin Kemitraan Konservasi
(Gambar 3).

April, 2019
Kulin KK Wisata Agroforestry
Desa Pakis, Kab. Jerier

Oktober, 2017
Kulin KK Ekawisata
Desa Gambuhan, @

Aprl, 2019
Kulin KK Agroforestry @
Desa Sidodad), Kab Jember

Gambar 3 Sebaran lokasi studi LATIN

Temuan studi menunjukan bahwa kesenjangan
yang “tinggi” terjadi pada aspek pendampingan dan
pemanfaatan. Namun, kesenjangan “moderat”
pengelolaan PS di 7 (tujuh) lokasi studi (Gambar 4),
terjadi di seluruh aspek yang dinilai vyaitu
pendampingan, pemanfaatan dan keberlanjutan.
Kualitas intervensi masing-masing aspek di setiap
lokasi studi berbeda-beda pasca KPS mendapatkan
izin.

Pada aspek pendampingan, kesenjangan
terjadi pada intervensi yang seharusnya menjadi
tanggung jawab pemerintah tidak sebaik pada saat
pra izin PS (Gambar 5). Beberapa hambatan
mencakup kurangnya sumber daya pendamping
dari pemerintah, tarik ulur wewenang tenaga
pendamping dari pemerintah pusat dan daerah,
serta perubahan regulasi yang cepat di tingkat
pusat.

Kondisi ini cukup terbantu dengan
keberadaan mitra LSM yang berkolaborasi
memberikan dukungan pendampingan pada KPS
pasca izin. Namun, jumlahnya juga belum
sebanding dengan jumlah KPS vyang telah
mendapatkan izin. Pada beberapa kasus lain,
kegagalan pendampingan oleh mitra LSM terjadi
karena pendekatan pendampingan berbasis
proyek dengan durasi waktu tertentu. Ketika
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proyek selesai dan masyarakat belum siap

ditinggalkan, persoalan pun terjadi (Gambar 6).

Kesenjangan Implementasi PS

per Unit Wilayah Kelola
o0 5.00 500 5.00
3.75 3.67 367
250 = m:g":ﬁmr

1.25

0.00
LMDH R kti LMDH Renggani h
Desa Gambuhan Desa Pakis, Jember, Desa Sidodadi, Jember,
Pemalang, Jawa Tengah Jawa Timur

500 500 5.00 5.00

2.50 -- S Y

Ambang batas
167 1.67 eserjangan ingg®

1.25

KTH Kopel KTH Sukamanah
Dosa Cipauteuy Desa Cipoutouy
Sukabumi, Jawa Barat Sukabumi, Jawa Barat

KTH Rindu Alam

Desa Pakuon, Cianjur
Jawa Barat

KT Kopi Satria Mandiri
Desa Ciputri, Cianjur
Jawa Barat

M Pendampingan PS
B Pemanfaatan Kawasan PS
B Keberlanjutan Ekologi Kawasan PS

Sumber:
Konsensus FGD, 2023

Definisi Nilai Indeks
Sangat Tinggi = 0-1.25
Tinggi = 1.25-2.50
Moderat = 2.51-3.75
Rendah = 3.76-5.00

Gambar 4 Kesenjangan implementasi Pasca Izin PS di

lokasi studi
12
3
2
9 2
3 3
2
6
E 3 E
3
0
Dese Gambuhan  Desa Pk, Desaidodadi, Ko Sukogall, Ko Clsaruo,Desa  DesaPakuon,  Desa Ciput
Pemalang, Jowa Jember Jawa  Jember, Jawa s Cipeutuey,  Cipeutuey,
Tongah Timur Timur Sukabumi, Jawa  Sukapumi, Jawa  COMrdewe - Carjur Jawa

Barat

B Kecepatan waktu penerbitan izin PS

M Penyelesaian Konflik Tenurial dan Tata Batas

W Dukungan Pendampingan Pengajuan lzan
Akses Informasi PS

Sumber:

Konsensus FGD, 2023

Definisi Skor
Angka 0 = Buruk
Angka 1 = Rendah
Angka 2 =Sedang
Angka 3 =Baik

Gambar 5 Perspektif penerima izin terhadap kegiatan
Pra Izin PS

Konsensus Skor
Kualitas Pendampingan Pasca lzin PS

15
12
9
&
2
3 1
1
] " " "
DesaGambuhan  DesaPakis, ~ DesaSidodadi, KpSukagalih,  KpCisarua,Desa  DesaFakuon,  Desa Ciputr,
Pemalang, Jawa Jember, Jawa  JemberJawa  DesaCipeutuey,  Cipeutuey, Gianjur, Jawa  Cianjur, Jawa
Tengah Timur Timur ukabumi, Jawa  Sukabumi, Jawa Barat Barat

[l Pengembangan jejaring para pihak

[l Monitoring dan evaluasi

M Penguatan kapasitas

[l Pendampingan Perencanaan dan Implementasi
Mengelola dinamika dan semangat masyarakat

Definisi Skor
Angka 0 = Buruk Sumber:
Angka 1 = Rendah Konsensus FGD, 2023

Angka 2 =Sedang  * Skor = 0 untuk
Angka 3 = Baik Monitering dan evaluasi
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Gambar 6 Konsensus skor kualitas pendampingan Pasca
Izin PS

Pada (Gambar 7),
kesenjangan terjadi pada kapasitas kelembagaan
KPS yang rendah sehingga kawasan PS tidak
dikelola dengan optimal dan belum memberikan
manfaat yang memadai bagi KPS dan anggotanya.
Persoalan ini sebenarnya merupakan efek domino

aspek pemanfaatan

dari kesenjangan pada aspek pendampingan.

Studi menemukan terdapat lokasi PS yang
buruk masyarakat
penerima SK sebenarnya tidak membutuhkan atau
tergantung pada lahan PS. Sehingga mereka tidak
fokus dan cenderung meninggalkan lahan kelolanya
karena yang didapat dari mata
pencaharian lainnya lebih besar. Pada kasus lain,
beberapa KPS yang sudah memulai usahanya
sebelum izin terbit, KUPS yang dibentuk cenderung
semakin berkembang baik, bahkan tanpa intervensi
pendampingan yang intensif. Namun, sebaliknya

pengelolaannya karena

manfaat

bagi KPS yang baru memulai usaha kolektif pasca
izin terbit, dukungan pendampingan intensif dan
berkualitas sangat diperlukan agar pemanfaatan
kawasan PS dapat optimal.

Konsensus Skor
Kualitas Pemanfaatan Pasca lzin PS

DesaGambuhan  Desa Pakis, DesaSidodadi,  Kp Sukagalih, Kp Cisarua, Desa  Desa Pakuon,
Pemalang, Jawa Jember,Jawa  Jember,Jawa  Desa Cipeutuey,  Cipeutuey, Cianjur, Jawa
Tengah Timur Timur Sukabumi, Jawa  Sukabumi, Jawa .
arat r Barat Barat’

M Peningkatan pendapatan dari usaha PS

| B b. produk ( dded value)

B Dukungan bantuan dari Pihak luar (pelatihan, peralatan, modal, pemasaran)
[l Perencanaan Pemanfaatan Partisipatif

[ Jeda waktu pengembangan unit usaha pasca mendapatkan izin

Definisi Skor
Angka 0 = Buruk
Angka 1 = Rendah
Angka 2 =Sedang
Angka 3 =Baik

Sumber:

Konsensus FGD, 2023 * Skor = 0 untuk *jeda waktu® dan "Peningkatan pendapatan®

Gambar 7 Konsensus skor kualitas pemanfaatan Pasca
Izin PS
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Konsensus Skor
Kualitas Keberlanjutan Ekologi
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Barat* Barat*
M Kejadian pelanggaran, di kawasan PS
M Kegiatan pengawasan lahan dan tata batas area yang dilindungi dan areal PS
M Perlindungan pada sumber-sumber air
Kegiatan rehabilitasi pada lahan perhutanan sosial.
I RKT dan RKPS mengusulkan areal dan atau kegiatn perlindungan/konservasi

Definisi Skor

Angka 3 =Baik
Sumber:

Konsensus FGD, 2023 *Skor = 0 untuk "kejadian pelanggaran”

Gambar 8 Konsensus skor kualitas keberlanjutan ekologi

Pada aspek keberlanjutan ekologi (Gambar
adanya
oleh

ditemukan karena

ekologi

8), kesenjangan
kerusakan yang disebabkan
pelanggaran di kawasan PS. Pelanggaran tersebut
seperti penebangan pohon oleh oknum Perum
Perhutani dan sumber mata air yang justru
dimanfaatkan oleh pihak lain dari luar desa. Hal ini
dipicu karena oknum Perum Perhutani merasa
berhak dan memiliki kewenangan atas tanaman
produksi di wilayah PS. Pada akhirnya konflik
terbuka terjadi karena dilakukan tanpa koordinasi
dan kesepakatan dengan KPS dan anggota. Di sisi
lain, kejadian pemanfaatan sumber mata air oleh
pihak dari luar desa terjadi karena belum ada
regulasi di tingkat desa yang mendukung PS dalam

pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Secara umum, aspek eko;ogi menjadi
prioritas terakhir dalam pengelolaan PS, kecuali
pada kemitraan konservasi yang pola kerjasamanya
diarahkan pada aksi rehabilitasi dan perlindungan
kawasan konservasi, namun tetap memberikan

ruang akses pemanfaatan kepada masyarakat.

Keberlanjutan Pengelolaan
Perhutanan Sosial

Keberlanjutan pengelolaan PS menjadi hal
penting untuk diupayakan di tingkat tapak,
mengingat jangka waktu perizinan yang cukup
panjang 35 tahun. Pada lokasi studi, pengembangan

strategi keberlanjutan sudah dilakukan dengan
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Cianjur, Jawa

Angka 0 = Buruk
Angka 1 = Rendah
Angka 2 =Sedang

beragam cara mulai dari mengintegrasikan

pengelolaan PS dalam pembangunan desa,

mengembangkan pasar dan kemitraan pasar,

sampai menjalin  kerjasama dengan mitra
pembangunan (LSM, Perguruan Tinggi, donor) dan
program Corporate Social Responsibility (CSR)

perusahaan (Tabel 2).

Tabel 2 Strategi Keberlanjutan Pengelolaan PS

Nama Desa

Strategi Keberlanjutan Pengelolaan

RPJMDes/ Kemitraan Kerjasama
RKPDes Pasar Pembangunan

1 LMDH Rawasakti, - v
Pemalang

2 LMDH Rengganis, v v v
Jember

3 Gapoktanhut v v v
Sidomukti, Jember

4 KTH Kopel, - v v
Sukabumi

5 KTH Sukamanah,
Sukabumi

6 KTH Rindu Alam - v v

7 KT Kopi Satria - v v
Mandiri

Salah satu strategi yang dikembangkan di
lokasi studi adalah mengintegrasikan PS dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Di Desa
Pakis dan Desa Sidodadi,
kegiatan PS telah menjadi agenda pembangunan

Kabupaten Jember,

desa. Dukungan pemerintah desa ini merupakan
bentuk pendayagunaan PS sebagai salah satu
potensi produk unggulan desa. Di Kabupaten
Jember terdapat 20 izin PS yang baru beberapa saja
yang berjalan. Inisiatif Pemerintah Kabupaten
Jember sejak 2021-2022 membuat Road Map dan
Rencana Aksi pasca izin merupakan pendekatan
yurisdiksi yang mampu mengakselerasi pencapaian

PS.

Strategi keberlanjutan terkait pasar dan
kemitraan pasar adalah hal utama yang harus
dicapai oleh KUPS sebagai entitas ekonomi kolektif
masyarakat. Walaupun tingkatan perencanaan dan
pengembangan usaha kolektif berjenjang mulai dari
pemenuhan kebutuhan pangan keluarga (food
security), peningkatan

pendapatan keluarga

(income generation) sampai mencapai skala

ekonomi (economic of scale), namun pada akhir
harus memastikan keberlanjutan pengelolaan PS

CSR
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melalui keberlanjutan usaha ekonomi kolektif
(Veriasa et al., 2023).

Pada pengembangan jasa wisata, LMDH
Rawasakti, Desa Pakis, Pemalang telah memiliki
pasar yang cukup baik. Begitupun dengan KTH
Kopel, Sukagalih, Desa Cipeuteuy. KTH ini telah
memiliki pasar walaupun masih perlu ditingkatkan.
KTH Kopel memiliki mitra pasar dengan Yayasan
Pendidikan Diponegoro Jakarta yang mengirimkan
siswanya berkegiatan selama 3-6 hari setiap
tahunnya. LMDH Rengganis mengembangkan
Kampung Wisata dengan mengoptimalkan potensi
agroforestri yaitu durian. Jumlah kunjungan
wisatawan juga cukup baik.

Sedangkan strategi terakhir adalah yang
umum dilakukan vyaitu bermitra dengan mitra
pembangunan misal LSM, perguruan tinggi, donor
dan perusahaan (CSR). Namun vyang perlu
diperhatikan adalah bagaimana proses-proses
kemitraan dengan mitra pembangunan ini tidak
hanya sebatas proyek (hit and run). Tetapi
kemitraan dengan KPS didesain sejak awal sebagai
sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat jangka

panjang.
Tantangan KHDPK
Terdapat tantangan-tantangan pada

transformasi  kebijakan KHDPK seperti yang
ditemukan dalam studi ini yaitu adanya
kesenjangan dalam pengelolaan PS yang perlu
diselesaikan terlebih dahulu.

Pertama, pada skema PHBM menuju KKPP di
areal Perum Perhutani tantangan utama adalah
persoalan di internal LMDH yaitu transparansi,
korupsi, elite capture, kelembagaan dan model
bisnis. Persoalan ini menyebabkan ketidakadilan
bagi kelompok pesanggem (KTH) yang kapasitasnya
lambat meningkat, pendapatan yang hanya untuk
kebutuhan keluarga, rasa aman (pungli), dan rasa
“memiliki” terhadap kelembagaan LMDH dan
program PHBM. Di Perum Perhutani, persoalan
internal terkait penegakan integritas pegawai
sampai level terbawah, komposisi bagi hasil yang
masih perlu diperjelas dasar penentuannya dan

Policy Brief | Memperbaiki Kinerja Perhutanan
Sosial Menuju Keberlanjutan Hutan Jawa

rendahnya kapasitas komunikasi staf yang
berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kedua, pada skema Kulin KK dan IPHPS
menuju KHDPK, persoalan terkait inklusivitas
penerima izin perlu dibenahi (subjek penerima izin),
intensitas pendampingan kelembagaan, unit usaha
kolektif yang belum banyak berjalan lancar, dan
upaya perlindungan ekologi kawasan PS. Hal lain
yang diduga akan menjadi persoalan yaitu indikatif
alokasi KHDPK yang peruntukannya tumpang tindih
akan menimbulkan konflik baru, misalnya alokasi
ruang KHDPK untuk penataan kawasan hutan
(TORA) dan dilokasi tersebut telah ada Kulin KK.
Analisis sosial dan pendekatan historikal perlu
diperkuat untuk mencegah terjadinya persoalan
yang lebih besar.

kebijakan KHDPK
berimplikasi pada berbagai hal yang perlu

Ketiga, terbitnya

dipersiapkan, mulai dari transformasi kelembagaan
(kesiapan), transformasi program, dan persoalan
tenurial.

Refleksi Pengelolaan
Perhutanan Sosial

Temuan LATIN menegaskan studi-studi
sebelumnya bahwa kecepatan pemberian izin
Perhutanan Sosial tidak diimbangi dengan upaya
yang cukup pasca izin PS tersebut. (Erbaugh, 2019;
Resosudarmo et al., 2019; Sahide et al., 2020).
Beberapa penyimpangan dapat terjadi antara
tujuan formal dan kinerja perhutanan sosial
(Rakatama & Pandit, 2020). Sebagai kebijakan yang
dikontrol oleh pemerintah pusat, PS menghadapi
banyak tantangan dalam implementasi pasca
pemberian izin, mulai dari kurangnya sumber daya
misalnya sumber daya manusia, pembiayaan
program, dukungan pendampingan (Erbaugh,
2019), target kemandirian KPS (Kusuma et al.,
2023), isu-isu “one-size-fits-all policy” (Rustiadi &
Veriasa, 2022), dan desentralisasi pengelolaan
hutan (Fischer et al., 2023), serta tantangan
keberlanjutan ekologi (Ragandhi et al., 2021).

Pada beberapa kasus studi, ditemukan persoalan
inklusivitas pengelolaan hutan yang mana
penerima izin bukanlah orang yang membutuhkan
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akses kelola sehingga menyebabkan kegiatan
pengelolaan PS menjadi tidak fokus dan cenderung
mandeg. Pada kasus lain, persoalan inklusivitas
ditemukan jumlah penerima izin dengan realita
jumlah petani di tapak tidak sama. Jumlah petani di
tapak lebih besar jumlahnya dari yang menerima
izin (Kotak 1).

Kotak 1 Siapa subjek penerima izin PS yang perlu
diprioritaskan?

Jika merujuk pada tujuannya, PS berupaya untuk
mengurangi  kemiskinan,  pengangguran dan
ketimpangan pengelolaan dan pemanfaatan
kawasan hutan. Untuk itu penerima izin PS perlu
diprioritaskan pada:

1. Pemilik tanah kecil (small landowners) yang
mengolah tanahnya

2. Penggarap tak bertanah (/landless tenants) yang
mengolah tanah orang lain.

3. Buruh tak bertanah (landless laborers) yang
bergantung pada pekerjaan lepas di sektor
pertanian atau non-pertanian.

4. Wanita (women) yang bisa juga menjadi bagian
dari salah satu dari tiga kelompok sebelumnya.

5. Masyarakat tidak ber-KTP (pendatang maupun
penduduk setempat yang bisa saja berasal dari
4 golongan tersebut di atas)

Pemeriksaan dan verifikasi yang komprehensif terkait
dengan ketepatan kelompok sasaran diperlukan
karena saat ini fenomena yang terjadi adalah
masyarakat yang membutuhkan tetapi mendapatkan
izin yang dipicu karena land grabbing, penguasaan
tanah atau motif lainnya. Jika hal ini tidak segera
diatasi, dimungkinkan menular ke lokasi-lokasi
lainnya. Sumber: Prof Bramasto Nugroho, MS.,
Bahan paparan, Oktober 202312

Hal ini kemudian memicu konflik horizontal
diantara masyarakat terkait penguasaan lahan PS.
Walaupun  persoalan seperti ini  mampu
diselesaikan kelompok pengelola PS seperti LMDH,
Gapoktanhut, KT dan KTH, namun jika hal ini dapat
dimitigasi diawal proses pengajuan izin maka energi
kelompok PS tidak terbuang sia-sia untuk
mengelola konflik dan bisa lebih difokuskan untuk

12 Paparan Prof. Dr. Bramasto Nugroho, MS dalam
Lokakarya Hasil Penelitian “Meletakkan Inklusivitas dan
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mengorganisir petani dalam pengelolaan PS di unit
wilayah kelolanya.

Selanjutnya, persoalan internal LMDH yang
penuh kepentingan elit membuat ketidakadilan
pada pesanggem dan tingkat kepercayaan anggota
KTH menurun. Pada lokasi studi ditemukan,
beberapa LMDH tidak digunakan lagi sebagai
entitas lembaga yang menaungi penerima izin PS.
Masyarakat menggunakan entitas Gapoktanhut dan
Kelompok Tani (KT).

Lebih luas persoalan inklusivitas berkaitan
dengan desentralisasi pengelolaan hutan dan
hambatan kerja-kerja multipihak. Walaupun
regulasi terbaru mengatur soal desentralisasi
pengelolaan hutan sampai ke tingkat provinsi,
namun belum semua kabupaten di lokasi studi
memiliki perhatian yang serius untuk menjadikan PS
sebagai bagian agenda pembangunan daerah.

Dampaknya, terjadi jeda waktu pelaksanaan
yang cukup lama pasca izin diterima, yang
berpotensi terjadinya perpindahan penguasaan
lahan (Purnomo et al., 2022; Wong et al., 2020). Hal
lain terkait dengan kualitas pemanfaatan kawasan
PS yang tidak optimal termasuk keberlanjutan
ekologi kawasan PS yang cenderung mendapat
prioritas terakhir dalam pengelolaan kawasan PS.

Pengelolaan PS yang terbuka pada kolaborasi
dan pengarusutamaan masyarakat yang
termarginalkan yang tepat sasaran akan mampu
mengatasi ego-subjektif antar institusi, kapasitas
sumber  daya manusia dan persoalan
penganggaran. Transformasi pengelolaan PS yang
inklusif diperlukan untuk membuka keragaman
aplikasi sistem kelembagaan berbasis lokal dan
kebutuhan kontekstual pada tingkat daerah dan
tapak (masyarakat) termasuk  memastikan
kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan

(Rustiadi & Veriasa, 2022).

Keberlanjutan Hutan Jawa”, 17 Oktober 2023, Fakultas
Kehutanan, IPB University. LATIN/Forci IPB.
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Arah Perubahan Pengelolaan
Perhutanan Sosial yang Lebih
Baik di Pulau Jawa

Temuan-temuan studi LATIN dan mitra

setidaknya  memberikan  gambaran  realita
persoalaan pengelolaan PS di tingkat tapak di Pulau
Jawa. Sebagai sebuah program yang menjadi
agenda prioritas nasional, PS di Pulau Jawa ke
depan memerlukan perbaikan yang signifikan dan
serius. Berikut rekomendasi arahan perubahan PS

di Pulau Jawa.

Pra Kondisi. Prasyarat kondisi good

governance  diperlukan untuk melakukan
perubahan  “bermakna” Perhutanan Sosial,
terutama pada upaya serius mengatasi masalah
yang tak tampak dan cenderung diabaikan yang
merupakan akar dari seluruh persoalan PS vyaitu
transparansi, korupsi, elite capture dan internal
kelembagaan mulai dari Pemerintah Pusat sampai
daerah, Perum Perhutani sampai pada tingkat

Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Jeda Izin dan Evaluasi KPS. Hal mendasar
yang diperlukan adalah berhenti sejenak
menerbitkan izin PS (selain Hutan Adat) dan secara
paralel mengevaluasi kinerja PS pasca izin. Analisis
terkait kemandirian KPS penting dilakukan untuk
meyakinkan pemerintah bahwa pengelolaan hutan
oleh rakyat memang menunjukkan hasil yang lebih
baik. Kemandirian bukan hanya soal ekonomi,
tetapi juga menyangkut kualitas kelembagaan dan
tata kelola hutan oleh KPS. Kemandirian berarti
setidaknya KPS mampu mengelola dinamika
kelompok dan mampu membiayai operasional
program secara mandiri tanpa tergantung dengan
pendamping. Lebih lanjut, pengukuran dampak
pengelolaan PS perlu dilakukan untuk memberikan
pembuktian dan keyakinan bahwa PS dapat
meningkatkan ekonomi, modal sosial dan
keberlanjutan hutan di Pulau Jawa.

Penataan dan Desentralisasi Tanggung
Jawab. Pada penerbitan izin baru PS, penting untuk
cermat dalam verifikasi subjek penerima izin PS.
Verifikasi administrasi dan verifikasi teknis
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hendaknya memperhatikan masyarakat yang mana
yang seharusnya diprioritaskan. Distribusi akses
perlu ketepatan tujuan, kelompok sasaran (target
groups) dan hak (rights). Pada proses transformasi
KHDPK, analisis sosial dan pendekatan historikal
perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya
persoalan yang lebih besar seperti indikatif alokasi
KHDPK yang peruntukannya tumpang tindih untuk
penataan kawasan hutan (TORA) dan dilokasi yang
telah ada Kulin KK dan atau IPHPS. Perlu upaya
signifikan untuk penguatan efektivitas
implementasi PS (PP Nomor 23 Tahun 2021,
Permen LHK Nomor P.9 Tahun 2021 dan Perpres
Nomor 28 Tahun 2023).

Pendampingan pasca izin perlu difokuskan
dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan
kapasitas KPS di masing-masing lokasi. Pelibatan
kolaborasi  multipihak  semakin  dibutuhkan
mengingat pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.
Dukungan LSM, Perguruan Tinggi, Perusahaan,
media sangat diperlukan untuk mengakselerasi
capaian-capaian PS dan diseminasi informasinya.
Desentralisasi tanggung jawab pengelolaan PS ke
pemerintah daerah tidak hanya pada tingkat
provinsi, namun diperlukan terobosan aplikasi di
level pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, kerja-
kerja multipihak di tingkat provinsi dan kabupaten
perlu dijahit dalam sebuah “Road Map” pasca izin
PS yang membagi kontibusi dan tanggung jawab
para pihak memfasilitasi KPS-KPS di daerah. Apa
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember,
dapat menjadi contoh belajar bagi kabupaten/kota
lainnya.

Fokus pada Pengembangan Usaha PS.
Masalah pasca izin PS adalah “Bottleneck Problem”
yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Utamanya
masalah akses pasar yang perlu difokuskan pada
mengelola “market actors” produk PS. Peran
pemerintah untuk menggalang dukungan pasar dan
“market actors” sangat strategis untuk memastikan
KPS berjalan mandiri. Petani-petani anggota KPS
hanya perlu terhubung dengan pasar produknya.
Jika Produk yang dikembangkan oleh KPS terhubung
dengan pasar dan “menguntungkan” maka dengan
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sendirinya petani anggota KPS akan berinvestasi
(sukarela) pada opsi-opsi usaha ekonomi yang baru.

Memperbesar Dampak Keberhasilan PS.
Untuk memperbesar dampak dan meningkatkan
kapasitas secara generik diperlukan pengembangan
model tukar belajar antar KPS. KPS dapat saling
belajar dari KPS lainnya baik itu tentang
keberhasilan maupun kegagalan. Model belajar
seperti ini dapat dilakukan secara berkala pada unit
wilayah KPH vyang difasilitasi oleh pemerintah
kabupaten atau para pihak lainnya yang telah
membagi tanggung jawab pada “Road Map” pasca
izin. Proses belajar seharusnya juga melibatkan
pelaku-pelaku Hutan Rakyat yang telah terbukti
berhasil secara ekonomi, kelembagaan dan
keberlanjutan ekologi. Kelompok-kelompok Hutan
Rakyat ini telah mandiri dan dapat menjadi sumber
pembelajaran untuk pengembangan KPS.
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